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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 442);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur [Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan: Timur;

a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
76 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi,. Tugas, Fungsi dan lata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

SUSUNANORGANISASI,TUGAS,FUNGSIDANTATAKERJA
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR11 TAHUN2020

SALINAN
PERATURAN GUtlERNUR KALIMANTAN TI1VllJR

GUBERNUR KALIMANTAN TlMUR



1. Daerah adalah ProvinsiKalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DANTATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANT1\NliMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Orgarrisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tirmrr
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 9);

6. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupateri/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Perencanaan Program;

2) Subbagian Keuangan; dan

3) Subbagian Umum.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
membawahi:

1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;

2) Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan

3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :

1)Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan

3) Subbidang Pemerintahan.
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :

1) Subbidang Pertanian dan Perikanan;

2~ .Subbidang Ind-ustIi, Perdagangan, Koperasi, lnv.estasi dan Pariwisata; I

dan

3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :

ij Subbidang frrfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubtmgarr;

2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan; dan

3) Subbidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Pemukiman.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, terdiri dari :

Pasa12

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

BAB II
SUSU1~ANORGAN1SAS1,TUGAS, FUl~G-Sl,DAN lATA KERJA

3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang perencanaan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
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(2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada KepalaBappeda.

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum
dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi I
keuangan, pengelolaan aset, dan pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah
Rencana Pembangunan.

PasalS

Paragraf2
Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan
Daerah Provinsimeliputi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai

dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan
dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta
infrastruktur dan kewilayahan;

c. p-etaksanaan irebijakan 'tekrris pererrcarraan, p-engendatian dan evatuasi
pembangunan daerah;

d. pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
f. pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
-g. pelaksanaan -evaluasi dan pelaporan bidang perencarraan, pengendaHan dan

evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia,
perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan

h. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
1. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan

tug-asnya.

Pasal4

(2)Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perencanaan.

(1)Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3

Paragraf 1
KepalaBadan

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

(2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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(3) Bidang Pereneanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh I
seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Bidang,

(2) Bidang Pereneanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada I

Ke.pala Bappeda,

(1) Bidang Pereneanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, analisis, perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan pereneanaan teknis bidang
pemhaRgunan. -daerah.

Pasal8

Paragraf 3
Bidang Pereneanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan
masyarakat.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan
akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

(1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan, pengoordinasian, penyusunan reneana dan program, monitoring,
evaluasi serta pelaporan kegiatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan reneana program, monitoring,

evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,

ketatalaksanan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik
negara/ daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal6

(3) Sekretariat membawahi subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada
Sekretaris,
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(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada KepalaBappeda.

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang I
pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal11

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

(3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan
data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan
teknis, pemantauan terhadap pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pembangunan.

(2) Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan,
pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan analisis data dan
informasi.

(1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan
pembangunan dan pendanaan.

Pasal10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah .
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan
pendanaan;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang analisis data dan informasi;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian,
eva1uasidan pelaporan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasa19
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(3) Bidang Perekonomian dan. Sumber Daya Alam membawahi subbidang- I
subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa1aSubbidang dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

(2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas I
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang I
perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal14

Paragraf 5
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

(3) Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan I
penyusunan rencana dan program pemerintahan. I

(2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kesejahteraan Rakyat

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengaturan teknis dalam pengembangan sumber daya manusia.

Pasa113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan sumber daya
manusia;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kesejahteraan rakyat;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemerintahan;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan
sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal12

(3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi subbidang
subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
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(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penmmsan kebijakan, koordmasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang prasarana
wilayah.

(2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahandipimpin oleh seorang Kepala Bidangl
yang -dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaBappeda.

Pasal 17

Paragraf6
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

(3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, 'bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan reneana dan I
program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(2) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
dalam penyusunan rencana dan program pembangunan industri,
perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.

(1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan 'koordinasi, pembinaan, 'bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan
program pembangunan pertanian dan perikanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya A1am menyelenggarakan fungsi ;
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan

sumber daya alam;
b. penyiapan bahan koordinasi pereneanaan program bidang perekonomian dan

sumber daya alam;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian dan perikanan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri, perdagangan,
koperasi, investasi dan pariwisata;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang pertanian dan
perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata serta
sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

g. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal15
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(1) !~~~~~ait:a::ela=:;~a~alse~~dt~:~knka~I:=ti=~I
keterampilan dan keahliannya. I

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keterampilan dan keahliannya,

Pasal20

Paragraf7
Kelompok Jahatan Fungsional

(3) Subbidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Pemukiman melakukan I
~~ daB; peny~ l3aha£. keaFdinasi, pembinaan, pengatUFatl
teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur I
keciptakaryaan dan pemukiman.

(2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan mempunyai
tugas melakukan _ ·dan penyiapan bahan keerdirrasi, I
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana I
dan program pembangunan infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan.

(1) Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai
tugas meiakukan pengumputan dan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana
dan program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan.

Pasal19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1),
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahanmenyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan

kewilayahan
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang infrastruktur dan

kewilayahan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur kebinamargaan
dan perhubungan;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur sumber daya
air dan kewilayahan;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mfrastruktur keciptakaryaan
dan pemukiman;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur
kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air dan
kewilayahan serta infrastruktur keciptakaryaan dan pemukiman; dan

g. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal18

(3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi subbidang-subbidang
yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
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(2) Pejabat dilingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa122

(1) Dalam hal Kepala Bappeda berhalangan, Sekretarls dan Kepala Bidang I
dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harlan Kepala Bappeda I
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja. I

(6) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala I
Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

(7) KepalaBappeda, wajib bertanggungjawab untuk : I
a..melaksanakan petaproses bisnis; I
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan I
inovasi pelayanan publik; I

c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

(4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib
<l~ 4an tl,ipeFglffiakan sebagai-bahan menyusu-n laporafl lebih Ianjut dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan I

mematuhi petunjuk -dan menyampaikan Iaperan berkala tepat waktu .serta
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan I

laporan berkala tepat waktu.

(2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas
pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing I
serta rnemberikan birnbingan dan l'etunjuk bagi peiaksanaan togas
bawahannya.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan
kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal21

Bagian Ketiga
Tata Kerja

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubemurl
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala
Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan
Timur.

Pasal26

BAB V
PEMBIAYAAN

(3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau
Jabatan Ese10nlV.a.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan
Eselon lILa.

(1) Kepala Bappeda adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan
Eselon tl.a.

Pasal25

BABIV
JABATAN

(5) Penempatan pegawaiharus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatan f;un,g.sional.

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Bappeda
melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang
~gan.

(2) Kepala Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundarrg-undangan.

(1) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Subbidang, Pejabat Pnngsional, dan Pejabat Peiaksana diisi dari Pegawai
NegeriSipilyang memenuhi persyaratan sesuai dengen ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal24

BABIII
KEPEGAWMAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Bappeda diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal23

BagianKeempat
Uraian Tugas
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H. SU OTO. SH
~'PEMBINA UT~MA MUDA
NI~~~O 198503 1 006

MUHAMMADSA'BANI

BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2020 NOMOR 12.

ttd

PIt. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

ISRANNOOR

ttd

GUBERNURKALIMANTANTIMUR

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 76;
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan
Tata KeIja Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Provinsi Kalimantan Timur I

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
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ISR"-NNOOR

ttd

G\jBERNUR KALIMANTANTIMUR,
~-' ..

etlirtari Jsesuro dengan aslinya
SENRETARIATcnaERAHPROVoKALTIM
/.-."- KEPA~,j~B~'~IRO'HUKUM'
H

':; H.;u:a;sH -----
.PEMBtNA-lJ~-AMA-M-lJf)A-

NIP. 19620527 198503 1 006

KEPALABADAN

SEKRJi,;TARIAT

I

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAANPROGRAM KEUANGAN UMUM

I I I I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANGKELOMPOK PERENCANAAN,PENGENDALUlli PEME;RINTAHANDAN PEREKONOMIAN DAN SUM8ER INFRASTRUKTURDAN

JABATAN DANEVALUASIPEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAYAALAM KEWILAYAHAN
FUNGSIONAL DAERAH

I I I I

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDAN(t
SUBBIDANG INFRASTRUKTURI-- PERENCANAANDAN ~ PENm~MBANGAN SUMBEFl I-- PERrANIAN DAN PERIKANAN ~ KEBINAMARGAAN DANPENDANAAN l)AYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUBBIDANG
SUBBIDAN(~SUBBIDANG SUBBIDANG I-- INQUSTRI, PERDAGANqAN, I--I--

ANALH3ISDATA DAN t-- KESEJAHTERAAAN RAKYA'f KO?ERASI, INVESTASI PAN INFRASTRUKTUR fr,UMBER
INFORMASI PARIWISATA PAYA AIR DAN KEWILAYAHAN

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDAN(.
SUBBIDANG - - INFRASTRUKTUR.__

PENGEND,A..LIAN,EVALUASI - FEMERINTAHAN SUMBER DAYAALAM KECIPTAKARYAANDAN PELAPORAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMUKIl\-1AN

LAMPlRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGS~ FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAB PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR


